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PERUBAHAIT XEfIGA ATAS PTRATURA.IT WALIKOTA BATU ITOMOR 22
TAHT'N 2015 TEI{TANG PEMBERIAIT TUITJANGAN DAJT PEITERIMAAIS

LAIII YAITG SAII BAGT I{EPAI,A DESA DAN PERAffGKAT DESA,
SERTA TI'I{JAITGAIT DAIT BIAYA OPERASIONAL BAGI

BADAI{ PERMUSYAITARATAIT DF^SA

DENGAN RAHMAT TUTIAil YANG MAHA ESA

WALIKCrIA BATU,

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan
kemampuan keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Batu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa

dan Perangkat Desa, serta Tunjangan dan Biaya
Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO1 tentang
Pembentukan Kota Batu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 91, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41 l8);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 ter,tang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peratural Pemerintah Nomor 56 Tahun

2O05(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OlO Nomor 110, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

Halaman2dari6hlm...



1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06

Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undarg Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeintah Nomor 60
Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

14. Peraturan Pemeriintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2076 tertang Badan Permusyawaratan Desa;

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor I Tahun 2015
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1O Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

25. Peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

26. Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019;
27. Peraloxan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2019

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN trIALIKOTA TENTAI{G PERUBAIIAIT KEf,IGA
ATAS PERATT'RAIT WALIKOTA BATU NOMOR 22 TAHUI{

2015 TEI{TANG PEMBERIAN TT'NT'AITGAIT DAIT

PEI{ERIMAA.TT LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAIT

PERAIYGKAT DESA, SERTA TUI{JAI{GAN DAN BIAYA

OPERASIONAL BAGI BADAIT PERMUSYAWARATAN DESA.

Menetapkan
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Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota

Batu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian T\rnjangan

dan Penerimaan La-in yang Sah bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa, serta T\rnjangan dan Biaya Operasional

bagi Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah

beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

a. Nomor 22 Tahun 2015; dan

b. Nomor 3 Tahun 2019.

diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) yang

diberikan sejak I Januari 202O meliputi:

a. kepala desa diberikan tunjangan setiap bulan

sebesar Rp1.650.000,0O (satu juta enam ratus lima
puluh ribu rupiah);

b. sekretaris desa diberikan tunjangan setiap bulan

sebesar Rp1.320.0O0,00 (satu juta tiga ratus dua

puluh ribu rupiah); dan

c. perangkat desa selain sekretaris desa diberikan

tunjangan setiap bulan sebesar Rp990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(21 Besaran tunjangan Anggota BPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang diberikan sejak 1

Januari 2020 meliputi:

a. ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan

sebesar Rpl.500.0O0,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

b. wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan

sebesar Rpl.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

rupiah);

c. sekretaris BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan

sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu

rupiah); dan

d. anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan

sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Nopember 2019'fff

opwariffiunporo

Diundangkan di Batu
pada tanggal !9 l''bvcmbtr 2Ol9
STII\PTARIS DAERAII KOTA BATU,

ZADINI ETFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR B9 /A
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